BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 208 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7040);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun
2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Bandung.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang memimpin pelaksanaan unsur
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
yang selanjutnya disebut Diskop-UKM adalah
Perangkat Daerah yang bertugas sebagai
pelaksana Urusan Pemerintahan bidang
koperasi, usaha kecil dan menengah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk
setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Diskop-UKM yang
selanjutnya disebut Renstra Diskop-UKM
adalah dokumen perencanaan Diskop-UKM
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.



11.

12.
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Rencana Kerja Diskop-UKM yang selanjutnya
disebut Renja Diskop-UKM adalah dokumen
perencanaan Diskop-UKM untuk periode 1
(satu) tahunan.

Rencana Kerja dan Anggaran Diskop-UKM yang
selanjutnya disebut RKA Diskop-UKM adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada
Diskop-UKM, serta pagu anggaran sementara
yang didasarkan atas Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Diskop-UKM adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Diskop-UKM untuk periode 1 (satu)
tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari
RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan
Renstra Diskop-UKM Tahun 2025-2029.

(1)

Pasal 3

Renja Diskop-UKM Tahun 2026 merupakan

penjabaran dari rancangan Renstra Diskop-

UKM Tahun 2025-2029 yang akan digunakan

Diskop-UKM untuk melaksanakan rencana

kerja Diskop-UKM.

Renja Diskop-UKM Tahun 2026 sebagaimana

pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, serta
evaluasi hasil capaian pelaksanaan
rencana kerja Diskop-UKM tahun lalu dan
capaian kinerja pelayanan Diskop-UKM,;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan
sinergisitas antara Renja Diskop-UKM
dengan dokumen RKPD dan Renstra
Diskop-UKM,;

c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program dan penganggaran dengan
memperhatikan kerangka regulasi dan
kerangka anggaran Diskop-UKM yang
telah ditetapkan pagu dan indikatifnya;
dan

d. mewujudkan penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.



(1)

(2)

Pasal 4
Renja Diskop-UKM digunakan sebagai salah
satu dasar penyusunan RKA PD.
Renja Diskop-UKM selanjutnya menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Bandung yang mengatur mengenai
Renstra Diskop-UKM Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA DISKOP-UKM

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Diskop-UKM

T

a.
b.

ahun 2026 disusun dengan sistematika:

bab I latar belakang dan dasar hukum;
bab II hasil evaluasi Renja Diskop-UKM
tahun lalu;

bab III tujuan dan sasaran;

bab IV rencana kerja dan pendanaan
perangkat daerah;

bab V penutup; dan

lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Diskop-UKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

d

alam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA

DISKOP-UKM

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Diskop-UKM menjadi
lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja
Diskop-UKM meliputi:

a.

semua ketetapan indikator kinerja dan pagu
indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab
Diskop-UKM sesuai dengan tugas dan fungsi
Diskop-UKM,;

target kinerja dan pagu indikatif dapat
berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS

yang telah disepakati bersama DPRD;



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)
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perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf b,
dilengkapi dengan berita acara atau risalah
rapat antara Diskop-UKM dengan DPRD; dan
perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana dimaksud pada huruf c¢
dilaksanakan pada saat penyusunan
perubahan Renja Diskop-UKM.

Pasal 7
Diskop-UKM membuat laporan realisasi
kinerja dan anggaran secara berkala atas
pelaksanaan Renja Diskop-UKM.
Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja
Diskop-UKM disampaikan kepada Bupati
melalui Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah.
Laporan realisasi kinerja dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan masukan dan pertimbangan untuk
penyusunan tahun berikutnya dan/atau
perubahan Renja Diskop-UKM tahun berjalan.
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi
kendala atau permasalahan teknis maka
dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Kepala Diskop-UKM melakukan pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja
Diskop-UKM dan evaluasi hasil Renja Diskop-
UKM sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dilaporkan kepada Bupati
melalui Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan Daerah.
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(2) Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah melakukan verifikasi
atas hasil pengendalian dan evaluasi yang
dilakukan Diskop-UKM terhadap pelaksanaan
dan hasil Renja Diskop-UKM.

(3) Kepala Diskop-UKM menindaklanjuti hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan
Renja Diskop-UKM.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Diskop-UKM
dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA DISKOP-UKM

Pasal 9
(1) Renja Diskop-UKM dapat diubah apabila :

a. berdasarkan hasil pengendalian dan
evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah
mengacu pada perubahan RKPD.

b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana
hasil pengendalian dan evaluasi yang
dimaksud dalam pasal 8; dan

c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan
sasaran Diskop-UKM beserta target

indikatornya, sebagaimana tertuang
didalam Renstra Diskop-UKM Tahun
2025-2029.

(2) Perubahan Renja Diskop-UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan
yang terdiri dari:

a. pagu anggaran program;

b. kegiatan dan sub kegiatan;

c. perubahan target indikator kinerja
program; dan

d. kegiatan dan sub kegiatan yang
didasarkan pada hasil pelaksanaan dan
evaluasi Renja Diskop-UKM tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 208
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR..... TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA.....TAHUN
2026

RENCANA KERJA DINAS ....... KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

I. I. Latar Belakang
[.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum Penyusunan Renja....Tahun 2026 Adalah :

a

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7040);

Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berkaitan dengan
SKPD yang bersangkutan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
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Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 115);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);
Peraturan Bupati Bandung tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas .... (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor

)

[.3 Maksud dan Tujuan
[.4 Sistimatika

2025

II.1.
2025

2026

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ..... TAHUN

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas .... Kabupaten Bandung Tahun

dan Capaian Renstra Dinas .... Kabupaten Bandung Tahun 2021-
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II1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas .... Kabupaten Bandung
I1.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ...
Kabupaten

Bandung

[I1.4. Review terhadap RKPD Kabupaten Bandung
II.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS .... KABUPATEN BANDUNG
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
[II.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas .... Kabupaten Bandung

II1.3. Program dan Kegiatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS .... KABUPATEN BANDUNG

IV.1 Kebutuhan Anggaran Belanja Dinas .....

BAB V
PENUTUP

V.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

V.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
V.3. Rencana Tindak Lanjut

Soreang, .......
2025

KEPALA DINAS .....

ttd.
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BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG
SUPRIATNA

DAFTAR TABEL



- 13 -

*catatan:

- font : Bookman Old Style ukuran 12
- tidak boleh di bold

- tidak boleh pake warna



